BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

-b

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa berdasarkan pasal 4 dalam ayat (2) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 19989 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Maes,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Rotg:'lik indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan baran Negara
Nomor 4180);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provins!
Sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3484);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1897 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1897
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknlk Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2003 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03
Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah
gmsaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08
Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003
Nomor 07 Serl D);



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten
Gunung Mas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Gunung Mas;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
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h. izin Mendirikan Bangunan adaleh izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan
yang dimaksud agar desain, pelaksanaan bangunan , dan bangunan sesual
dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesual dengan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB), Kosfisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

l. Retribusi izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin Mendirtkan Bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah
bangunan;

J. Wajlb Retribus| adalah orang pribadl atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan refribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

k. Masa Refribusl adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
bagl wajib retribusi untuk memanfaatian kzin Mendirikan Bangunan;

|. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara
langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam
batas satu pemiiikan; : '

m. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya

atau sebaglan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan
tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

n. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah
- bangunan yang ada termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan
dengan mengganti bagian bangunan tersebut;

o. Garls sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar
dengan as jalan, as sungal atau as pagar yang merupakan batas antara

bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun

bangunan;

p. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara
luas lantal bangunan dengan luas kaviing/perkarangan;

q. Koefisien Lantal Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara
jumiah luas lantai bangunan dengan kaviing/pekarangan;

r. Koefislen Bangunan adalah tinggl bangunan diukur darl permukaan tanah
sampal dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD,
adahhs'uthopuhmnyangmenenmhnbmmyalumlahRembuslyam
t. Suret Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,

adalash surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

u. Pemeriksaan adalah serangkalan keglatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.



BABH
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusl 2in Mendirikan Bangunan dipungut retribusl sebagal
pembayaran atas izin Mendirikan .
Pasal 3

(1) Objek Retribusi izin Mendirlkan Bangunan dipungut refribusi sebagal
pembayaran atas {zin Mendirikan Bangunan;

(2) Termasuk obyek Retribusi adalah pemberian izin Mendirikan Bangunan
kepada Pemerintah Dasrah dan Pemerintah Pusat.
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan. 4

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagal Retribusi Perizinan

BAB Iv
CARA MENGUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa tzin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus
yang didasar atas faktor {uas lantal bangunan, jumiah tingkat bangunan
dan rencana pengunaan bangunan;

) Fm-l?nl:)a?r sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bobot



(3) Besamya Koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditstapkan
sebagal berlkut :

a. Koefislen luas bangunan.

No Luas Bangunan Koefislen
| 1. | Bangunandenganiuessid 100 M? 1,00

2. | Bangunandenganiuassidd 250 M? 1,50

‘3. | Bangunandenganliuass/d 500 M? 250

4. | Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2 3,50

5. | Bangunandenganluass/d 2000 M? 4,00

6. | Bangunan denganluass/d  3.000 M’ 4,50

7. aangunanaengan luass/d 4.000 M? 5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No Tingkat Bangunan Koefisien
1. | Bangunan 1 Lantal | 1,00
2. |Bangunan 2 Lantal ‘ - 150
3. | Bangunan 3 Lantal 250
4. | Bangunan 4 Lantal 3,80
5. | Bangunan S Lantal ' 4,00




¢. Koefislen Guna Bangunan.

No " Guna Bangunan Koefisien
1. | Bangunan Soslal 050
2. | Bangunan Perumahan | 1,00
3. | Bangunan Pasllitas Umun 1.00
4. | Bangunan Pendidikan 1,00
5. | Bangunan Kelembagaan / Kantor 150
6. | Bangunan Perdagangan dan Jasa 2,00
7. | Bangunan Industri 2,00
8. | Bangunan Khusus 2,50
9. | Bangunan Campuran 2,75

10. | Bangunan Lain-lain 3,00

d. Koefisien Ketahanan Konstruks! Bangunan

No Guna Bangunan Koefisien
1. | Bangunan Permanen 1,00
2. | Bangunan Semi Permanen 0,75
3. | Bangunan Darurat 0,25

. Koefislan Letak Bangunan.

No Kelas Jalan Koefisien

Arteri Primer
Arteri Sekunder
Kolektor Primer
Kolektor Sekunder
Lokal Sekunder

O R HhON
- N Wao-w

Tingkat dihitung sebagal Perkallan Koefislen-koefislen
) Gatagamana dimekou dtam ayot (3 han & sampal s
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Pasal 16

Pengel surat teguran/peringatan/surat lal sejenis sebagal
(1) awal ﬁm&n pel?léanaan pemgm?n Retrlbm y:?k%luarkan setelah

7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

@ Dalam]anglmwakh?(tu]uh)vhaﬂsetalahtanggalsumtogumnl
peringatan/surat lainnya yang sejenis wajlb Retribusi harus melunasi
Retribusi yang terutang; |
Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagalimana dimaksud dalam

® a;am)pasalmualmhnohhpejabatmdmmuk.

BAB Xili
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

mHulmbeludedalamPemnDaemhw.sepanjangmengeml
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulal bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratuman Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
b o

!
!
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